
 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

TAHUN 2011         NOMOR 31 

 
 

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2011 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 
 

: 
 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan 
yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan 
umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja, dan keadaan yang 
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, 
maka perlu melakukan perubahan terhadap 

SSAALLIINNAANN  
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3312), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
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dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3851); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004  Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712 ); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4570); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 
tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
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Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 
Hukum Daerah;   

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah;  

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan 
Berita Daerah; 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah; 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 

Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 

 
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 13); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
dan  

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan 
 
 

: 
 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011. 
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Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 
semula berjumlah Rp. 680.802.378.224,00 bertambah sejumlah 
Rp.273.838.764,00 sehingga menjadi Rp.681.076.216.988,00  dengan 
rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah: 

a. Semula   Rp. 605.593.515.489,00  
b. Bertambah  Rp.   32.314.059.230,97 

Jumlah Pendapatan Daerah  
setelah perubahan  Rp. 637.907.574.719,97  
 

2. Belanja Daerah : 
a. Semula   Rp. 680.802.378.224,00 
b. Bertambah  Rp.         273.838.764,00 
Jumlah Belanja Daerah  
setelah perubahan  Rp. 681.076.216.988,00  

  ----------------------------------------------------- 
Jumlah Defisit setelah perubahan   ( Rp.  43.168.642.268,03 )      

  ----------------------------------------------------- 
3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan : 
1) Semula  Rp.  83.708.862.735,00  
2) Berkurang  Rp.  22.540.220.466,97 
Jumlah penerimaan  
setelah perubahan   Rp.   61.168.642.268,03  
 

b.  Pengeluaran : 
1) Semula  Rp.    8.500.000.000,00 
2) Bertambah  Rp.    9.500.000.000,00 
Jumlah pengeluaran  
setelah perubahan   Rp.   18.000.000.000,00 

  ----------------------------------------------------- 
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          Jumlah Pembiayaan Netto  
 setelah perubahan Rp. 43.168.642.268,03   
 ----------------------------------------------------- 

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan setelah perubahan  Rp. 0,00 

 
Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah: 

1) Semula    Rp.   26.282.153.250,00 
2) Bertambah Rp.         360.805.735,97 
Jumlah pendapatan asli daerah  
setelah perubahan Rp.   26.642.958.985,97  
 

b. Dana Perimbangan: 
1) Semula  Rp. 477.892.611.075,00  
2) Bertambah  Rp.    12.603.965.413,00  
Jumlah dana perimbangan  
setelah perubahan Rp. 490.496.576.488,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah: 
1) Semula Rp.  101.418.751.164,00  
2) Bertambah Rp.    19.349.288.082,00 
Jumlah lain-lain pendapatan  
daerah yang sah  
setelah perubahan Rp.  120.768.039.246,00  

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :  
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a. Pajak Daerah : 
1) Semula Rp.    3.583.445.850,00 
2) Berkurang Rp.       398.005.850,00 
Jumlah pajak daerah  
setelah perubahan Rp.    3.185.440.000,00 

 
b. Retribusi Daerah : 

1) Semula Rp.  13.054.207.400,00 
2) Bertambah Rp.       408.811.585,97 
Jumlah retribusi daerah  
setelah perubahan Rp.  13.463.018.985,97 

 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  

Daerah yang Dipisahkan: 
1) Semula Rp.    5.020.000.000,00  
2) Bertambah Rp.       350.000.000,00 
Jumlah hasil pengelolaan 
kekayaan daerah Yang  
dipisahkan setelah perubahan Rp.    5.370.000.000,00 
 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah: 
1) Semula  Rp.   4.624.500.000,00  
2) Bertambah/berkurang Rp.                           0,00 
Jumlah lain-lain pendapatan  
asli daerah yang sah  
setelah perubahan Rp.   4.624.500.000,00 

 
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak: 

1) Semula Rp. 118.991.928.698,00 
2) Bertambah Rp.   12.603.965.413,00 
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Jumlah dana bagi hasil  
setelah perubahan Rp. 131.595.894.111,00 

 
b. Dana Alokasi Umum : 

1) Semula Rp. 318.149.082.377,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                              0,00 
Jumlah dana alokasi umum  
setelah perubahan Rp. 318.149.082.377,00 

 
c. Dana Alokasi Khusus : 

1) Semula Rp.   40.751.600.000,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                              0,00 
Jumlah dana alokasi khusus  
setelah perubahan Rp.   40.751.600.000,00 

 
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 
1) Semula Rp.  0,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.  0,00 
Jumlah pendapatan hibah  
setelah perubahan Rp.  0,00 

 
b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya: 
1) Semula Rp.  20.020.911.543,00 
2) Bertambah Rp.    4.829.743.082,00 
Jumlah dana bagi hasil pajak  
provinsi setelah perubahan  Rp.  24.850.654.625,00 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus: 
1) Semula Rp.  21.800.000.000,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                             0,00 
Jumlah dana penyesuaian dan  
otonomi khusus setelah  
perubahan Rp.  21.800.000.000,00  

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  
Pemerintah Daerah lainnya 
1) Semula Rp.    2.050.000.000,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 
Jumlah dana bantuan keuangan  
dari Provinsi atau Pemerintah   
Daerah lainnya setelah  
perubahan  Rp.    2.050.000.000,00 

 
e. Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum 

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya: 
1) Semula Rp.   57.547.839.621,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                             0,00 
Jumlah dana bagi hasil SDA  
Pertambangan Umum dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 
lainnya  
setelah perubahan Rp.   57.547.839.621,00 
 

f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal 
dan Percepatan Pembangunan Daerah: 
1) Semula Rp.                            0,00 
2) Bertambah Rp.  14.519.545.000,00 
Jumlah dana penguatan  
desentralisasi fiskal dan  
percepatan pembangunan  
daerah setelah perubahan Rp.  14.519.545.000,00 
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Pasal 3  
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 
a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Semula Rp. 364.450.017.324,00 
2) Berkurang Rp.      8.150.019.169,00 
Jumlah belanja tidak langsung  
setelah perubahan Rp. 356.299.998.155,00 

 
b. Belanja Langsung : 

1) Semula Rp. 316.352.360.900,00 
2) Bertambah Rp.      8.423.857.933,00 
Jumlah belanja langsung  
setelah perubahan Rp. 324.776.218.833,00  
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja :  
a. Belanja Pegawai: 

1) Semula Rp. 328.535.079.324,00 
2) Berkurang Rp.   10.920.293.169,00 
Jumlah belanja pegawai  
setelah perubahan Rp. 317.614.786.155,00 
 

b. Belanja Subsidi: 
1) Semula Rp. 0,00  
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 
Jumlah belanja subsidi  
setelah perubahan Rp. 0,00 
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c. Belanja Hibah: 
1) Semula Rp.    8.475.000.000,00  
2) Bertambah Rp.    2.359.736.000,00 
Jumlah belanja hibah  
setelah perubahan Rp.  10.834.736.000,00 
 

d. Belanja Bantuan Sosial : 
1) Semula Rp.  10.242.878.000,00  
2) Bertambah Rp.       610.538.000,00 
Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah perubahan Rp.  10.853.416.000,00  

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 
Kab/Kota dan Pemdes : 
1)  Semula Rp.  16.447.060.000,00 
2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 
Jumlah belanja bantuan  
keuangan kepada provinsi/ 
Kabupaten/kota dan Pemdes  
setelah perubahan Rp.  16.447.060.000,00 
 

f. Belanja Tidak Terduga : 
1) Semula Rp.      750.000.000,00 
2) Berkurang Rp.      200.000.000,00 
Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp.      550.000.000,00 
 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai : 

1) Semula  Rp.  25.357.930.000,00 
2) Berkurang Rp.    2.225.903.200,00 
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Jumlah belanja pegawai  
setelah perubahan Rp.   23.132.026.800,00  
 

b. Belanja Barang dan Jasa: 
1) Semula Rp. 137.802.712.127,00 
2) Berkurang Rp.      4.436.043.430,00 
Jumlah belanja barang dan jasa  
setelah perubahan Rp. 133.366.668.697,00 
 

c. Belanja Modal : 
1) Semula Rp. 153.191.718,773,00  
2) Bertambah Rp.   15.085.804.563,00 
Jumlah belanja modal setelah  
perubahan Rp. 168.277.523.336,00  

 

Pasal 4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
terdiri dari : 
a. Penerimaan : 

1) Semula Rp.  83.708.862.735,00  
2) Berkurang Rp.  22.540.220.466,97 
Jumlah penerimaan setelah  
perubahan Rp.  61.168.642.268,03  

 
b. Pengeluaran : 

1) Semula Rp.   8.500.000.000,00  
2) Bertambah Rp.   9.500.000.000,00 
Jumlah pengeluaran setelah  
perubahan Rp. 18.000.000.000,00  

 



 

 
Lembaran Daerah Tahun 2011 No.31  

ttg Perubahan APBD TA.2011 
Hlm 18 dari 22 

18 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
     Tahun Anggaran sebelumnya ( SiLPA ) : 

1) Semula Rp.  81.908.862.735,00 
2) Berkurang Rp.  42.700.882.467,97 
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan  
Anggaran Tahun Anggaran  
sebelumnya ( SiLPA )  
setelah perubahan Rp.  39.207.980.267,03 
 

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan: 
1) Semula  Rp.                            0,00  
2) Bertambah Rp.    5.160.662.001,00 
Jumlah hasil penjualan kekayaan  
daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan Rp.    5.160.662.001,00  
 

c. Penerimaan Pinjaman Daerah: 
1) Semula  Rp.                            0,00  
2) Bertambah Rp.  15.000.000.000,00 
Jumlah penerimaan pinjaman  
daerah setelah perubahan Rp.  15.000.000.000,00  

 
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman: 

1) Semula  Rp.    1.800.000.000,00  
2) Bertambah/berkurang Rp.                            0,00 
Jumlah penerimaan kembali  
pemberian pinjaman 
 setelah perubahan Rp.    1.800.000.000,00  
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 
dari jenis pembiayaan: 
a. Pembentukan Dana Cadangan: 

1) Semula Rp.   5.000.000.000,00  
2) Bertambah Rp.   5.000.000.000,00 
Jumlah pembentukan dana  
Cadangan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00 

 
b. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah: 

1) Semula Rp.                           0,00  
2) Bertambah Rp.   4.500.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal  
Daerah setelah perubahan Rp.   4.500.000.000,00 
 

c. Pemberian Pinjaman Daerah: 
1) Semula Rp.   3.500.000.000,00  
2) Bertambah Rp.                           0,00 
Jumlah penerimaan setelah  
perubahan Rp.   3.500.000.000,00  

 
 

Pasal 5 
 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini,  terdiri dari : 

1. Lampiran    I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran    II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 
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3. Lampiran   III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran   IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 
SKPD, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran    V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran   VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran   VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
ini; 

8. Lampiran    VIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
 

Pasal 6 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

 
 

Ditetapkan  di Amuntai 
pada tanggal  21 OKTOBER 2011 
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
    CAP 
               TTD 

      H.M. AUNUL HADI 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  21 OKTOBER 2011   
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  

HULU SUNGAI UTARA, 

     CAP 
                    TTD 
 

 H. RISNADY BAHARUDDIN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2011  NOMOR 31.  
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